
BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JA1VA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 25 ea{J\ 2o2t

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWORE.'O
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM

UNTUK MASYARATAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE.IO,

Menimbalg a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat
(3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 20 ayat (3) darl Pasal 23
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4 Tahun 2017 tentalg Bantuan Hukum
Untuk Masyarakat Miskin, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2019
tentang Peraturar Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2017 tentarg
Bantuan Hukum Untuk Masyara_kat Miskin;

b. bahwa seiring dengan perkembangan keadaal dan
tingkat kebutuhan, Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi,
sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbaagan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkar Peraturan Bupati tentang perubahan
Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun
2019 tentang Peraturan Petaksanaan peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2017
tentang Bartuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

c

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undalg Nomor 13 Tahun lgSO tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara
tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undalg-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Tengah (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan trmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undarg-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor l04, Tambahan
l,embaral NeBara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daera-h (l€mbarar Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O20
tentang Cipta Keia (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573);

5, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum dan Penyalurar Dana Bantuan Hukum
(l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O13
Nomor 98, Tambahan l,embaral Negara Republik
Indonesia Nomor 5421);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 10 Taltun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara
Pemberian Bantuar Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang peraturan
PeLa-ksaraan Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2013 tentarg Syarat dan Tata cara
Pemberian Bantuan Hukum dan penyalural Dana
Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2130);
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
'fah]urr 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk
Masyarakat Miskin (l€mbarar Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREIO NOMOR 29 TAHUN
2OI9 TENTANG PERATURAN PEI-AKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Pasal I

Beberapa ketentua-n dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29
Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaar Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2017 tentarg Bantuan Hukum
Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2019 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasa.l 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh
Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan
Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi
Bantuan Hukum.

(2) Dihapus

(3) Dihapus

(4) Dihapus

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 22

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan
pencairal Dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada
Bupati c.q. Selcetaris Daerah melalui Kepala Bagial Hukum
dengan dilampiri kelengkapan persyaratan berupa:
a. fotokopi akta pendirian dan keputusan pengesahan

badan hukum Pemberi Bantuan Hukum:
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b. fotokopi sertifikat a.laeditasi pemberi Bantuan Hukum;c. struktur orgarisasi Pemberi Bantuan Hukum:
d. surat keterangan domisili kantor pemberi Bantuan

Hukum;
e. fotokopi buku rekening bank atas nama pemberi

Bantuan Hukum;
I fotokopi Nomor Pokok Wajib pajak atas nama pemberi

Bantuan Hukum;
g. fotokopi surat kuasa Direktur/pimpinan pemberi

Bantuan Hukum kepada Advokat yan8
mendampingi/menjadi kuasa penerima Bantuan Hukum
bermeterai cukup;

h. surat pemyataan bahwa pemberi Bantuarl Hukum tidak
mendapatkan da!.la Bantuan Hukum dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran pendapatan
dan Belarja Daerah provinsi Jawa Tengah dalam
penanganan Perkara yang sama;

i. asli surat keterangan miskin atau dokumen lain sebagai
pengganti surat keterangan miskin atas nama penerima
Bantuan Hukum;

j. fotokopi surat permohonan Bantuar Hukum dari
Pemohon Bantuan Hukum;

k. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas
permohonan Pemohon Bartuan Hukum;

I. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen identitas
lainnya atas nama Penerima Bantuan Hukum;

m. surat pemyataan tertulis bahwa dokumen pendukung
yang diajukan kepada Bupati adalah benar darr sah
menurut ketentuan peraturan perundang-undanga:r;
dan

n. laporan penyelesaian perkara dan dokumen pendukung
penanganan Perkara yang diberikan Bantuan Hukum.

(2) Doku-men pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf n terdiri atas:
a. bukti penanganal Perkara;
b. kuitansi atau bukti pembayaran pengeluaran;
c. Iaporan keuangan penanganan perkara; dand. dokumentasi.

(3) Pukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a untuk pelaksanaal kegiatan Bantuan Hukum
secara Nonlitigasi disesuaikan dengan jenis kegiatal.l
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 perda.

(4) Format permohonan pencairan Dana Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam
l€.mpiran yang merupa-kan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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3 Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut

Pasa.l 24

(1) Penyaluran Dara Bantuan
memperhatikan alirar kas
Hukum.

dilakukan dengan
kegiatan Bantuan

Hukum
anggaran

4

(2) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum melakukar
pencairar dan menyalurkan Da-na Bantuan Hukum terhadap
pengajuan permohonal pencairan Dana Bantuar Hukum
yang telah dinyatakan lengkap dan sah serta disetujui.

(3) Penyaluran Dana Bantuan Hukum dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaral
Pembantu Bagian Hukum ke rekening bank Pemberi Bantuan
Hukum dengan mekanisme Canti Uang Persediaan.

(4) Pencairan dan Penyaluran Dana Barrtuarr Hukum kepada
Pemberi Bantuan Hukum dilakukan setelah Laporan
Pela-ksanaan Bantuan Hukum diterima secara lengkap dal
sah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23.

(5) Penyaluran Dana Bantuan Hukum untuk kegiatan Bantuan
Hukum secara Litigasi dila-kukan setelah Perkara yang
ditangani Pemberi Bantuar Hukum mempunyai kekuatan
hukum tetap.

(6) Penyaluran Dana Bantuan Hukum untuk kegiatar Bantuan
Hukum secara Nonlitigasi dilakukan setelah kegiatan selesai
dilaksanakan.

Ketentuan ayat (i) dan ayat (3) huruf b dan huruf c Pasat 26
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan kegiatan
Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nontitigasi yang telah
selesai dilaksanakar kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah
melalui Kepala Bagian Hukum setiap semesteran pada tahun
angga-ran berkenaan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) laporan kegiatan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. jenis perkara yang ditangani;
b. jumlah perkara yang ditangani; dan
c. perkembanganpenangananPerkara.
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(3) Laporan kegiatan Bantuan Hukum secara Litigasi
sebagaimara dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Laporan penanganErn Perkara perdata, disertai dengan

dokumen pendukung paling sedikit:
1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
2. fotokopi gugatan/ jawaban gugatan dan nomor

register perkara dari pengadilan;
3. fotokopi relaas panggilal dari pengadilan;
4. surat keterangan miskin atau dokumen lain

pengganti surat keterangan miskin, atas nama
Penerima Bantuan Hukum; dan

5. fotokopi salinan/ petikan putusar pengadilan yang
telah berkekuatar hukum tetap-

b. laporan penanganan Perkara Pidala, disertai dengan
dokumen pendukung pa-ling sedikit:
1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan,

atau surat penunjukan kuasa hukum dari
pengadilan, kepolisian atau kejaksaan;

2. fotokopi surat panggilan dari penyidik;
3. fotokopi eksepsi atau pledoi;
4. surat keterangan miskin atau dokumen lain

pengganti surat keteralgan miskin, atas nama
Penerima Bantuan Hukum; dan

5. fotokopi salinan/ petikan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap.

c. laporan p€nanganan Perkara Tata Usaha Negara, disertai
dengan dokumen pendukung paling sedikit:
1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
2. fotokopi gugatan dal nomor register perkara dari

pengadilan;
3. fotokopi relaas panggilar dari pengadilan;
4. surat keterangan miskin atau dokumen lain

pengganti surat keterangan miskin, atas nama
Penerima Bantuan Hukum; dan

5. fotokopi salinan/ petikan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap.

(4) Laporan kegiatar Bantuan Hukum secara Nonlitigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
dokumen pendukung paling sedikit:
a. surat permohonan dari Pemohon Bartuan Hukum;
b. foto pelaksanaan kegiatan;
c. surat undangar dan daftar hadir, jika ada; dan
d. notulen hasil pelaksanaan kegiatar Bantuan Hukum.
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5 Ketentuan ayat (1) Pasa.l 27 drubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal27

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan
pengelolaan keuangan Dana Bantuan Hukum kepada Bupati
c.q. Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum setiap
semesteran dan tahunan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur
pengelolaan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengeta-huinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatarnya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 \ie! 2c21

(supar PURwoREJo,l

cr

6 acus BASTTAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Mei 2oz1

*EKRETARTS*"UUPATEN PURWORE.IO,

f sero norraaonow

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 26 SERI E NOMOR 21
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